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MOTTO

”Masa depan hanyalah milik orang-orang yang percaya akan keindahan mimpi-
mimpi mereka.”

Eleanor Roosevelt
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RINGKASAN

Penataan perundang-undangan di bidang keuangan negara dilakukan
perubahan dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 No. 130 Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5049) selanjutnya disebut Undang-Undang Pajak dan
Retibusi Daerah, pada tanggal 15 September Tahun 2009. Kabupaten Jember telah
berupaya meningkatkan pembangunan fisik. Retribusi pasar pungutan yang
digunakan untuk jasa fasilitas dan prasarana pasar. Jasa tersebut diberikan oleh
pemerintah daerah kepada penggunan jasa fasilitas dan prasarana pasar.
Permasalahan yang akan dianalisa oleh penulis yaitu : 1. Apakah pengelolaan
retribusi pasar tradisional Kabupaten Jember sesuai Undang-Undang Nomor 28
Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah? 2. Bagaimanakah
pertanggungjawaban pengelolaan retribusi pasar tradisional Kabupaten Jember
sebagai sumber keuangan daerah?

Tujuan penulisan skripsi ini adalah Untuk mengkaji dan menganalisis tentang
pengeloalaan retribusi pasar Kabupaten Jember sebagai sumber keuangan daerah.
Kemudian yang selanjutnya bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis tentang
pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten Jember di dalam
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah.

Untuk menjawab isu hukum yang timbul, penulis menggunakan metode
penulisan dalam skripsi penelitian hukum (legal research). Pendekatan masalah
menggunakan pendekatan undang-undang (statute approach) dan pendekatan
konseptual (conceptual approach) serta menggunakan bahan hukum primer,
bahan hukum sekunder yang sesuai dengan tema skripsi ini.

pembahasan yang dieperoleh dari permasalahan yang pertama adalah Sistem
pemungutan retribusi diawali dengan pengajuan benda berharga (karcis dan
kwitansi). Karcis untuk retribusi harian, sedangkan kwitansi sebagai tanda bukti
pembayaran retribusi pedagang. Petugas pasar kemudian membuat surat
permohonan dari Bendahara Penerima Pembantu Unit Pasar Tanjung kepada

bendahara barang di Dinas Pasar. Kemudian di proses dan benda berharga

xiii
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dikeluarkan oleh Dinas Pasar untuk mendapat porporasi dari Dinas Pendapatan
Kabupaten Jember. Porporasi merupakan falidasi benda berharga agar sah
diterapkan dilapangan. Benda berharga yang telah diporporasi kemudian masuk
ke unit Pasar Tanjung selaku pemohon untuk segera dimulai proses pemungutan
retribusi. Dan sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Kemudian pembahasan atas
permasalahan yang kedua adalah Bentuk pertanggungjawaban pengelolaan
retibusi pasar awali dengan pedagang yang telah melakukan pembayaran retribusi,
akan mendapatkan bukti tanda pembayaran berupa karcis bagi pedagang lesehan
dan kwitansi bagi pedagang yang menempati toko/kios Pasar Tanjung. Kemudian
hasil pungutan retribusi yang dilakukan oleh juru tagih akan di setrokan ke bagian
bendahara khusus penerima untuk kemudian dilakukan pembukuan rutin.
Kemudian bukti pembayaran diserahkan kepada pihak Dinas Pasar Kabupaten
jember. Sementara uang hasil pemungutan disetorkan ke rekening Dinas
Pendadapatan Kabupaten Jember di buktikan dengan bukti penyetoran dari Dinas
Pasar.

Kesimpulan yang di peroleh dari rumusan masalah yang pertama adalah
pengelolaan penerimaan retribusi pasar sudah sesuai dengan Undang-Undang
Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berdasarkan
hasil pengamatan dilapangan. Kemudian kesimpulan atas permasalahan yang
kedua, bahwa bentuk pertanggungjawaban penerimaan retribusi pasar yang
dilakukan oleh juru tagih langsung di berikan kepada bendahara penerima
pengganti untuk kemudian di serahkan kepada bendahara penerima di dinas pasar
yang selanjutnya akan di setorkan ke rekening Dinas Pendapatan Daerah.

Untuk itu saran penulis terhadap permasalahan yang diangkat dalam skripsi
ini adalah Pengelolaan retribusi pasar memang telah sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah akan
tetapi perlu dilakukan pengkajian ulang terkait besaran retribusi los Pasar Tanjung
Kabupaten Jember yang masih relatif murah dengan melihat tingkat
perekonomian pedagang yang semakin meningkat.

Xiv
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BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang

Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
mengamanatkan bahwa : Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk
keperluan negara diatur dengan Undang-Undang.! Dengan demikian, pasal ini
merupakan landasan konstitusional pembentukan Undang-Undang tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah.

Munculnya otonomi daerah menyebabkan terjadinya pergeseran
paradigma dari sistem pemerintahan yang bercorak sentralisasi mengarah kepada
sistem pemerintahan yang desentralisasi, yaitu dengan memberikan keleluasaan
kepada daerah dalam mewujudkan daerah otonom yang luas dan bertanggung
jawab, untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai
kondisi dan potensi wilayahnya. Pemberian otonomi kepada daerah pada dasarnya
bertujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah
daerah, terutama dalam pelaksanakan pembangunan dan pelayanan terhadap
masyarakat serta untuk meningkatkan pembinaan kesatuan politik dan kesatuan
bangsa.

Masalah yang sering muncul dalam melaksanakan otonomi daerah adalah
prospek kemampuan pembiayaan pemerintah daerah dalam rangka melaksanakan
fungsinya sebagai penyelenggara pembangunan, penyelenggara pemerintah serta
melayani masyarakat setempat sejalan dengan dinamika kehidupan masyarakat
yang harus dilayani. Oleh karena itu penyelenggaraan kegiatan pemerintahan
daerah senantiasa terus meningkat sehingga biaya yang dibutuhkan juga akan
bertambah. Peningkatan penerimaan daerah harus senantiasa diupayakan secara
periodik oleh setiap daerah otonom melalui penataan administrasi pendapatan
daerah yang efisien dan efektif sesuai dengan pola yang telah ditetapkan dalam
berbagai peraturan perundang-undangan dan petunjuk pelaksanaan.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang
pada prinsipnya mengatur penyelenggaraan Pemerintah Daerah dilaksanakan
berdasarkan azas Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan Tugas pembantuan. Akan

! pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
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tetapi, lebih mengutamakan pelaksanaan asas desentralisasi.” Sehingga daerah
otonom memiliki kewenangan dan keleluasan untuk membentuk dan
melaksanakan kebijakan menurut prakarsa dan aspirasi masyarakat. Ini berarti
pemerintah daerah sebagai titik sentral dalam pelaksanaan pemerintahan dan
pembangunan, daerah otonom harus mampu mengatur rumah tangga daerahnya
sendiri dan mengedepankan otonomi luas dan bertanggung jawab.

Dalam rangka memenuhi pembiayaan pembangunan dan penyelenggaraan
pemerintah di daerah dapat diperoleh dari penerimaan daerah sendiri atau dapat
pula dari luar daerah. Sumber-sumber pendapatan yang dapat dilaksanakan oleh
pemerintah daerah dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah adalah
dengan meningkatkan pendapatan dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah,
hasil perusahaan milik daerah & pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
serta lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Upaya-upaya peningkatan
Pendapatan Asli Daerah ini tidak terlepas dari mekanisme sistem pemerintahan
daerah vyaitu kerjasama antar Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Daerah
dengan cara pendekatan terpadu dan tidak menghilangkan identitas, tugas serta
fungsi masing-masing.

Penataan perundang-undangan di bidang keuangan negara dilakukan
perubahan dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 No. 130 Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5049) selanjutnya disebut Undang-Undang Pajak dan
Retibusi Daerah, pada tanggal 15 September Tahun 2009. Jenis pajak dan
retribusi daerah yang diatur dalam Undang-Undang Pajak dan Retribusi Daerah
yang lama sudah tidak memadai lagi dengan kebutuhan daerah. Pemungutan atas
pajak dan retribusi daerah berdasar undang-undang yang lama tidak memadai
dalam mendukung peningkatan pendapatan asli daerah (selanjutnya disebut PAD)
sehingga daerah selalu menunggu besaran Dana Alokasi Umum (selanjunya
disebut DAU) untuk membiayai penyelenggaraan urusan otonomi.

Untuk lebih memantapkan otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi dan
bertanggungjawab, pembiayaan pemerintahan dan pembangunan daerah yang
bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, khususnya yang berasal dari retribusi

? pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
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daerah harus dipungut dan dikelola secara lebih bertanggungjawab. Disamping itu
dengan semakin meningkatnya pelaksanaan pembangunan kegiatan penyediaan
jasa pelayanan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan
kemanfaatan umum diarahkan agar tidak menghambat bahkan sebaliknya dapat
menunjang usaha peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah. Dengan
demikian pengenaan retribusi daerah atas penyediaan jasa Pemerintag Daerah
perlu disederhanakan berdasarkan penggolongan jasa umum, jasa usaha dan
perizinan tertentu.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah
yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-
undangan. Adapun sumber-sumber pendapatan asli daerah menurut pasal 285 ayat
1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dapat
diklarifikasikan sebagai berikut :®

a. Hasil Pajak Daerah;

b. Hasil Retribusi Daerah;

c. Hasil Perusahaan Milik Daerah;

d. Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah;
e. Sumber-sumber Pembiayaan Otonomi.

Kabupaten Jember telah berupaya meningkatkan pembangunan fisik
maupun non fisik guna meningkatkan pelayanan partisipasi dan pertanggung
jawaban kepada masyarakat. Tersedianya daya dukung yang memadai sangat
mempengaruhi berjalan tidaknya proses pembangunan tersebut. Oleh sebab itu,
dalam hal pemerintah Kabupaten Jember harus mampu menghimpun seluruh aset
pembangunan yang ada sebagai modal pembangunan. Dari berbagai macam
sumber-sumber penerimaan daerah di Kabupaten Jember, terdapat sumber
penerimaan yang berasal dari retribusi daerah yang meliputi retribusi jasa umum,
retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan. Meurut Undang-Undang Nomor 28
Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bahwa retribusi daerah
merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai

pelaksanaan pemerintah daerah.

% pasal 285 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
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Retribusi Daerah sangat potensial untuk digali dan diperluas
pengelolaannya, karena retribusi daerah dipungut atas balas jasa yang disediakan
olen pemerintah dearah meliputi jasa-jasa yang berkaitan dengan pelayanan
umum, usaha-usaha tetrtentu maupun yang menyangkut perizinan tertentu.
Retribusi daerah merupakan sumber pendapatan yang paling memungkinkan
untuk dikembangkan sesuai dengan kemampuan dan usaha dari masing-masing
pemerintah daerah dalam pemungutan retrinbusi. Dari golongan retribusi jasa
umum terdapat jenis-jenis pelayanan diantaranya pelayanan pasar.

Retribusi pasar pungutan yang digunakan untuk jasa fasilitas dan
prasarana pasar. Jasa tersebut diberikan oleh pemerintah daerah kepada
penggunan jasa fasilitas dan prasarana pasar. Retribusi pasar termasuk kedalam
retribusi jasa umum, yaitu berupa pelayanan yang menyediakan atau diberikan
pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat
dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Sebagaimana yang diketahui di dalam
setiap tahun retribusi pasar memiliki peran dalam peningkatan Pendapatan Asli
Daerah Kabupaten Jember, karena hal tersebut dalam setia tahunnya Pemerintah
Kabupaten Jember memiliki target yang ingin dicapai dari penerimaan retribusi
pasar. Hal ini menunjukan retribusi pasar mempunyai kontirbusi yang cukup
penting bagi daerah karena mempunyai pemasukan yang cukup tinggi. Retribusi
pasar Kabupaten Jember tergolong retribusi yang pemasukannya besar sehingga
akan menambah Pendapatan Asli Daerah.

Berdasarkan uraian di atas, penulis merasa penting untuk menggali lebih
dalam lagi tentang pengelolaan retribusi pasar di Kabupaten Jember dalam suatu
karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul: “PENGELOLAAN RETRIBUSI
PASAR TRADISIONAL SEBAGAI SUMBER KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN JEMBER MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 28
TAHUN 2009 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH”
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1.2 Rumusan Masalah
Dengan mempertimbangkan latar belakang masalah diatas, dapat
dirumuskan masalah yaitu :

1. Apakah pengelolaan retribusi pasar tradisional Kabupaten Jember sesuai
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi
Daerah?

2. Bagaimanakah pertanggungjawaban pengelolaan retribusi pasar tradisional

Kabupaten Jember sebagai sumber keuangan daerah?

1.3 Tujuan Penulisan

Agar dapat menuju sasaran yang tepat, maka dalam penyusunan Kkarya tulis
ini sangat dirasa perlu untuk menetapkan tujuan penulisannya. Adapun tujuan
penulisan yang dimaksud terbagi kedalam 2 (dua) kategori,yakni :
1.3.1 Tujuan Umum :

1. Untuk memenuhi dan melengkapi tugas sebagai persyaratan pokok yang
bersifat akademis guna mencapai gelar Sarjana dengan kurikulum pada
Fakultas Hukum Universitas Jember;

2. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan hukum yang diperoleh selama
perkuliahan yang bersifat teoritis yang selanjutnya akan dikembangkan
sesuai dengan realita yang ada di masyarakat;

3. Untuk memberikan kontribusi dan sumbangan pemikiran yang berguna
bagi masyarakat pada umumnya dan khususnya bagi mahasiswa Fakultas
Hukum Universitas Jember serta Almamater.

1.3.2 Tujuan Khusus :

1. Untuk mengkaji dan menganalisis tentang pengeloalaan retribusi pasar
Kabupaten Jember sebagai sumber keuangan daerah.

2. Untuk mengkaji dan menganalisis tentang pengelolaan pajak daerah dan
retribusi daerah Kabupaten Jember di dalam Undang-Undang Nomor 28
Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
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1.4 Metode Penelitian

Metodologi merupakan cara kerja bagaimana menemukan atau memperoleh
atau menjalankan suatu kegiatan, untuk memperoleh hasil yang konkrit. Penulisan
suatu skripsi tidak akan lepas dari suatu metode penelitian, karena hal ini
merupakan faktor penting agar analisis terhadap objek yang dikaji dapat dilakukan
dengan benar. Dengan demikian, maka diharapkan kesimpulan akhir dari
penulisan karya ilmiah tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Mengadakan suatu penelitian ilmiah mutlak menggunakan metode, karena
dengan metode tersebut berarti penyelidikan yang berlangsung menurut suatu
rencana tertentu. Menempuh suatu jalan tertentu untuk mencapai suatu tujuan,
artinya peneliti tidak bekerja secara acak-acakan melainkan setiap langkah yang
diambil harus jelas serta ada pembatasan-pembatasan tertentu untuk menghindari
jalan yang menyesatkan dan tidak terkendalikan. Metode merupakan suatu tipe
pemikiran yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian.

Penggunaan metode didalam melakukan suatu penulisan karya ilmiah dapat
digunakan untuk menggali, mengolah, dan merumuskan bahan-bahan hukum yang
diperoleh sehingga mendapatkan kesimpulan yang sesuai dengan kebenaran
ilmiah untuk menjawab isu yang dihadapi dan pada akhirnya dapat ditarik
kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Oleh karena itu,
suatu metode digunakan agar dalam skripsi ini dapat mendekati suatu
kesempurnaan yang bersifat sistematik dalam penulisannya. Berikut metode
penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini.

1.4.1 Tipe Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu proses untuk menemukan aturan
hukum,prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin guna menjawab isu hukum
prinsip-prinsip hukum yang dihadapi®.

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis-
normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-
kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Penelitian ini dilakukan dengan

cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti undang-undang,

4 peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, 2008, him. 35
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peraturan-peraturan serta literatur yang berisi konsep-konsep teoritis yang
dihubungkan dengan permasalahan yang dibahas dalam penulisan skripsi ini.
1.4.2 Pendekatan Masalah

Didalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan
tersebut, peneliti akan mendapat informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang
sedang di coba untuk dicari jawabannya. Pendekatan yang digunakan dalam tipe
penelitian skripsi yuridis-normatif ini menggunakan pendekatan undag-undang
(statue approach), pendekatan kasus (case approach), Pendekatan undang-undang
(statue approach) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi
yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.

Bagi penelitian untuk kegiatan akademis, peneliti perlu mencari ratio legis
dan dasar ontologis lahirnya pasal suatu undang-undang, peneliti sebenarnya
mampu menangkap kandungan filosofi yang ada di belakang undang-undang
tersebut, peneliti akan dapat menyimpulkan mengenaia ada tidaknya benturan
filosofis antara undang-undang dengan isu yang dihadapi®. Dalam metode
pendekatan peraturan perundang-undangan peneliti perlu memahami hirarki dan
asas-asas dalam peraturan perundang-undangan. Produk yang merupakan (besc
hiking) yaitu suatu keputusan yang diterbitkan oleh pejabat administrasi yang
bersifat konkrit dan individual misalnya keputusan presiden, keputusan menteri,
keputusan bupati, keputusan suatu bdan tertentu, dan lain-lain tidak dapat
digunakan dalam pendekatan dalam perundang-undangan.

Pendekatan kasus (case approach) dilakukan dengan cara melakukan telaah
terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah
memberikan dampak pada kehidupan politik dan ketenagakerjaan. Kasus ini dapat
berupa kasus yang terjadi di indonesia maupun di negara lain. Dalam pendekatan
kasus (case approach) ini berbeda dengan studi kasus (case study). Didalam
pendekatan kasus (case approach) beberapa kasus ditelaah untuk referensi
beberapa isu hukum. Studi kasus (case study) merupakan suatu studi terhadap

kasus tertentu dari berbagai aspek hukum®.

> Ibid, him. 93-94

® Ibid.
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1.4.3 Bahan Hukum
Sumber-sumber penelitian hukum dalam penulisan skripsi ini dapat
dibedakan menjadi sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer
adn bahan-bahan hukum sekunder untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus
memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya. Disamping sumber-
sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum, peneliti hukum juga dapat
menggunakan bahan-bahan non hukum apabila dipandang perlu. Dalam penelitian
skripsi, peneliti menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan
bahan non hukum.
A. Bahan Hukum Primer
Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif
artinya merupakan otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-
undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-
undangan dan putusan-putusan hakim’. Bahan hukum primer yang digunakan oleh
penulis dalam penelitian skripsi ini terdiri dari :
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
B. Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang
bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi
buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-
komentar atas putusan pengadilan. Bahan hukum sekunder yang digunakan di
dalam penulisan skripsi ini adalah buku-buku teks, jurnal-jurnal hukum dan

komentar-komentar atas putusan pengadilan.

7 Ibid, him. 141


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

14.4 Analisis Bahan Hukum

Peter Mahmud Marzuki mengemukakan bahwa dalam melakukan penelitian
hukum, dilakukan langkah-langkah : (1) Mengidentifikasi fakta hukum dan
mengiliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang
hendak dipecahkan; (2) Pengumpulan bahan-bahan hukum dan bahan-bahan
hukum dan bahan-bahan non hukum yang sekitarnya dipandang memiliki
relevansi terhadap isu hukum; (3) Melakukan telaah atas isu hukum yang di
ajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan; (4) Menarik
kesimpulan dalam bentuk agumentasi yang menjawab isu hukum; (5)
Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam

kesimpulan
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BAB I1
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pemerintah Daerah dan Pemerintahan Daerah
2.1.1 Pengertian Pemerintah Daerah dan Pemerintahan Daerah

Pemerintah  daerah  dikembangkan berdasarkan azas  oonomi
(desentralisasi) dan tugas pembantuan. Azas dekonsentrasi hanya diterapkan di
daerah-daerah provinsi dan kabupaten/kota yang belum siap atau belum
sepenuhnya melaksanankan prinsip otonomi sebagaimana di tentukan dalam
Undang-Undang Dasar. Karena itu hubungan yang diidealkan antara pemerintah
provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota adalah hubungan yang tidak
bersifat hierarkis. Namun demikian, fungsi kordinasi dalam rangka pembinaan
otonomi daerah dan penyelesaian permasalahan antar daerah tetap dilakukan oleh
pemerintah pusat dan pemerintah provinsi sebagai mana mestinya.
1. Defenisi Pemerintah daerah

Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat
daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Dengan demikian
peran pemerintah daerah adalah segala sesuatu yang dilakukan dalam bentuk cara
tindak baik dalam rangka melaksanakan otonomi daerah sebagai suatu hak,
wewenang, dan kewajiban pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus
sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan
peraturan perundang-undangan. Sedangkan menurut pasal 1 ayat 3 Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pengerttian
Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelengagara
Pemerrintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urursan pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Defenisi pemerintahan daerah

Sementara itu menurut Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintah Daerah pasal 1 ayat 2, Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara
urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah

menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-

10


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

11

luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 °
2.1.2 Asas-Asas Pemerintahan Daerah
Asas-asas untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah menurut pasal 5
ayat 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menyatakan bahwa
Penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di
daerah dilaksanakan berdasarkan asas Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan Tugas
Pembantuan.’
a) .
A. Desentralisasi
Desentralisasi adalah pembentukan daerah otonom dengan kekuasaan
kekuasaan tertentu dan bidang-bidang kegiatan tertentu yang diselenggarakan
berdasarkan pertimbangan, inisiatif, dan administrasi sendiri, sehingga akan
dijumpai proses pembentukan daerah yang berhak mengatur kepentingan
daerahnya.’?
Kelemahan desentralisasi :
1. Karena besarnya organ-organ pemerintah, maka struktur pemerintahan
bertambah kompleks yang mempersulit koordinasi.
2. Dapat mendorong timbulnya fanatisme daerah.
3. Keputusan yang diambil memerlukan waktu yang lama.**
B. Dekonsentrasi
Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian wewenang pejabat tingkat

pusat kepada pejabat di wilayah negara. Oleh karena itu, di daerah terdapat suatu

® Lihat dalam Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 1
° Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

' https://vjkeybot.com/2012/03/31/asas-asas-pemerintahan-daerah/ diakses tanggal 05 Oktober
2016 pukul 19.33

" Krishna D. Darumurti dan Umbu Rauta. 2000. Otonomi Daerah Perkembangan Pemikiran dan
Pelaksanaan. Bandung : Citra Aditya Bakti. HIm. 12
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wilayah yang merupakan wilayah kerja pejabat yang menerima sebagian
wewenang dari pejabat pusat. Wilayah kerja pejabat untuk pejabat pusat yang
berada di daerah disebut wilayah administrasi. Wilayah administrasi adalah
wilayah kerja pejabat pusat yang menyelenggarakan kebijakan administrasi di
daerah sebagai wakil dari pemerintah pusat. Wilayah administrasi terbentuk akibat
diterapkannya asas dekonsentrasi.*?
C. Tugas Pembantuan

Tugas pembantuan dalam bahasa Belanda disebut medebewind. Tugas
pembantuan dapat diartikan sebagai pemberian kemungkinan kepada pemerintah
pusat/ pemerintah daerah yang tingkatannya lebih atas untuk dimintai bantuan
kepada pemerintah daerah/pemerintah daerah yang tingkatannya lebih rendah di
dalam menyelenggarakan tugas-tugas atau kepentingan-kepentingan yang

termasuk urusan rumah tangga daerah yang dimintai bantuan tersebut.

2.1.3 Kewenangan Pemerintah Daerah

Pada prinsipnya, kebijakan otonomi daerah dilakukan dengan
mendesentralisasikan kewenangan-kewenangan yang selama ini tersentralisasi di
tangan pemerintah pusat. Dalam proses desentralisasi itu, kekuasaan pemerintah
pusat itu dialihkan dari tingkat pusat ke pemerintahan daerah sebagaimana
mestinya sehingga terwujud pergeseran kekuasaan dari tingkat pusat ke daerah
kabupaten dan kota di seluruh Indonesia. Jika dalam kondisi semula arus
kekuasaan pemerintahan bergerak dari daerah ke tingkat pusat maka diidealkan
sejak diterapkannya kebijakan otonomi daerah itu, arus dinamika kekuasaan akan

bergerak sebaliknya, yaitu dari pusat ke daerah”.

12 Hanif Nurcholis. 2005. Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah. Jakarta : PT.
Grasindo. HIm. 24.

13 Muhammad Fauzan. 2006. Hukum Pemerintahan Daerah Kajian tentang Hubungan Keuangan
antara Pusat dan Daerah. Yogyakarta : Ull Press. HIm. 69.

1 Jimly Asshiddigie, 2005, Konstitusi dan Konstitualisme Indonesia, Konstitusi Press, Jakarta.
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Berdasarkan pasal 65 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintah Daerah mengatur mengenai tugas dan wewenang Kepala
Daerah yaitu :

Kepala daerah mempunyai tugas :

a. Memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan
Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan
yang ditetapkan bersama DPRD;

b. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;

c. Menyusun dan mengajukan rancangan perda tentang RPJPD dan rancangan
perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, serta
menyusun dan menetapkan RKPD;

d. Menyusun dan mengajukan rancangan perda tentang APBD, rancangan perda
tentang perubahan APBD, dan rancangan perda tentang pelaksanaan APBD
kepada DPRD untuk dibahas bersama;

e. Mewakili Daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk
kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

f. Mengusulkan pengangkatan wakil kepala daerah;

g. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
udangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana di maksud dalam ayat (1)
kepala Daerah berwenang :

a) Mengajukan rancangan perda;

b) Menetapkan perda yang telah menadapat persetujuan bersama DPRD;

c) Menetapkan perkada keputusan kepala Daerah;

d) Mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan
oleh Daerah dan/atau masyarakat;

e) Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketetuan peraturan perundang-
undangan.

Didalam pelaksanaan asas desentralisasi dan asas tugas pembantuan, daerah

provinsi, daerah kabupaten/kota dipimpin oleh seorang kepala daerah, sedangkan
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dalam rangka pelaksanaan asas dekonsentrasi untuk setiap wilayah dipimpin oleh

seorang kepala wilayah provinsi yang disebut Gubernur untuk provinsi dan

Daerah Khusus Ibu Kota Negara dan Daerah Istimewa/Daerah Khusus lainnya,

disebut Bupati untuk Kabupaten dan disebut Walikota untuk Kota, disebut Camat

untuk Kecamatan dan disebut Kepala Desa untuk Desa atau nama lainnya disebut

Lurah untuk Kelurahan.®

Berdasarkan pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, klasifikasi urusan pemerintahan terdiri atas 3 urusan yakni
urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan
pemerintahan umum. Adapun definisi dari klasifkasi urusan pemerintahan
menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
adalah sebagai berikut :

1. Urusan pemerintahan absolut adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya
menjadi kewenangan pemerintah pusat.

2. Urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang di bagi
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi dan Daerah
Kabupaten atau Kota.

3. Urusan pemerintahan umum adalah urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.

Segala kewenangan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah dalam
rangka desentralisasi ditentukan harus disertai dengan penyerahan dan pengalihan
pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia sesuai dengan
kewenangan yang diserahkan tersebut.

Wewenang pemerintah adalah kekuasaan yang ada pada pemerintah untuk
menjalankan fungsi dan tugasnya berdasarkan peraturan perundangundangan.
Dengan kata lain, wewenang merupakan kekuasaan yang mempunyai landasan
untuk mengambil tindakan atau perbuatan hukum agar tidak timbul akibat hukum,
yakni  terwujudnya kesewenang-wenangan (onwetmating). Keseluruhan

pelaksanaan dari wewenang pemerintahan dilakukan atau dilaksanakan oleh

15 Zulkarnaen, dan Beni Ahmad Saebani. Hukum Konstitusi. 2012. Pustaka Setia. Bandung. HIm.
258.
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pemerintah, tanpa adanya wewenang pemerintahan maka tentunya pemerintah
tidak akan dapat melakukan suatu tindakan atau perbuatan pemerintahan.

Dalam buku Ni’matul Huda yang berjudul Hukum Pemerintahan Daerah,
menjelaskan bahwa hubungan pusat dan daerah bersumber pada hubungan
kewenangan, hubungan keuangan, hubungan pengawasan dan hubungan yang
timbul dari sususan organisasi pemerintahan di daerah.

Ni’matul Huda menjabarkan hubungan-hubungan tersebut sebagai berikut.®
1. Hubungan kewenangan
Dalam sistem pemerintahan lokal, disamping dekosentrasi dan

desentralisasi, diselenggarakan pula tugas pembantuan oleh pemerintah kepada
daerah otonom. Berdasarkan asas ini, pemerintah menetapkan kebijakan makro,
sedangkan daerah otonom membuat kebijakan mikro beserta implementasinya.
Lebih lanjut Ni“matul menjelaskan bahwa urusan pemerintahan bersifat dinamis.
Ada saat dimana urusan pemerintahan tidak dapat didesentralisasikan kepada
daerah otonom. Sebaliknya urusan pemerintahan yang pada suatu saat telah
didesentralisasikan dapat diresentralisasikan. Hal ini terjadi karena banyak faktor
yang perlu dipertimbangkan dalam sentralisasi dan desentralisasi urusan
pemerintahan. Hubungan kewenangan antara lain bertalian dengan cara
pembagian urusan penyelenggaraan pemerintahan atau cara menentukan urusan
rumah tangga daerah. Cara penentuan ini akan mencerminkan suatu bentuk
otonomi terbatas atau otonomi luas.
2.1.4 Perangkat Pemerintah Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
dalam pasal 209 angka 1 dan 2 perangkat daerah provinsi terdiri atas :*’
a. Sekretariat daerah;
b. Sekretariat DPRD;
c. Inspektorat;

d. Dinas; dan

18 Ni’Matul Huda. Hukum Pemerintahan Daerah. 2012. HIm. 13.

7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Derah Pasal 209 angka 1 dan 2
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e. Badan.

sedangkan perangkat daerah kabupaten/kota terdiri atas :
a) Sekretariat daerah;

b) Sekretariat DPRD;

c¢) Inspektorat;

d) Dinas;

e) Badan; dan

f) Kecamatan.

Sekretariat Daerah (disingkat setda) : Adalah unsur pembantu pimpinan
pemerintah daerah dan dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah dan dibantu oleh
beberapa Asisten (5 Asisten bagi Pemerintah Provinsi, 3 Asisten bagi Pemerintah
Kabupaten/Kota). Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Daerah
dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap
pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif pemerintah
daerah.

Sekretariat DPRD (disingkat setwan) dipimpin oleh seorang sekretaris yang
memiliki tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan,
menyelenggarakan administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan
fungsi DPRD, menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan
oleh DPRD dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

Inspektorat dipimpin oleh seorang Inspektur. Inspektorat mempunyai tugas
membantu kepala daerah membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh
Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada
kepala daerah melalui Sekretaris Daerah.

Dinas dipimpin oleh seorang kepala dinas dengan tugas membantu kepala
daerah melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
dan bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris Daerah.

Badan termasuk dalam Lembaga Teknis Daerah (LTD) yang dibentuk untuk
melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan

Daerah.
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Kecamatan adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah
kabupaten atau kota yang dipimpin oleh seorang Camat.*®

2.1.5 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
a. Pengertian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan badan legislatif
daerah, sedangkan pemerintah daerah adalah lembaga eksekutif daerah. Gubernur,
Bupati, atau Walikota dan perangkar daerah sebaigai unsur penyelenggara
pemerintahan daerah. Sedangkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang
selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai
unsur penyelanggara pemerintahan daerah.

Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa pengertian Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah
sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.’® Miriam Budiarjo dalam
Baskoro menyebutkan DPRD adalah lembaga legislate atau membuat peraturan,
peraturan perundang-undangan yang dibuatnya mencerminkan kebijakan-
kebijakan itu. DPRD dapat dikatakan merupakan badan yang membuat keputusan
yang menyangkut kepentingan umum.?®

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di bentuk, baik di daerah provinsi maupun
di daerah kabupaten atau kota. Pada umumnya, dewan perwakilan ini di sebut
sebagai lembaga yang menjalankan kekuasaan legislatif, dan karena itu biasa
disebut dengan lembaga legislatif daerah. Akan tetapi, sebenarnya fungsi legislatif
di daerah tidaklah sepenuhnya berada di tangan DPRD seperti fungsi DPR-RI
dalam hubungan dengan Presiden®.

'8 http://pemerintah.net/bentuk-organisasi-perangkat-daerah/. Diakses tanggal 05 Oktober 2016.
Pukul 22.02

19 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 ayat 4
2 http://e-journal.uajy.ac.id/323/3/2MIH01721.pdf diakses tanggal 05 oktober 2016. Pukul 22.21

2LJimly Asshiddigie, op.cit. him. 296.
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Ryaas Rasyid menilai perlunya penguatan peran DPRD, baik dalam proses
legislasi maupun atas jalannya pemerintahan, termasuk konsekwensi pengawasan
terhadap pelaksanaan anggaran pembiayaan dan belanja daerah.?? Fungsi legislasi
yang dimaksud adalah fungsi DPRD untuk membentuk peraturan daerah bersama
kepala daerah. Yang dimaksud dengan fungsi aggaran adalah fungsi DPRD
bersama-sama dengan pemerintah daerah menyusun dan menetapkan APBD yang
di dalamnya termasuk anggaran untuk pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang
DPRD, sedangkan yang dimaksud dengan fungsi pengawasan adalah fungsi
DPRD untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang- undang,
peraturan daerah, dan keputusan kepala daerah serta kebijakan yang ditetapkan
oleh pemerintah daerah.

Selain DPRD, daerah juga di bantu oleh inspektorat sebagaimana diatur
didalam pasal 216 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah
Daerah dalam ayat 1 sampai 3 yaitu :

1. Inspektorat daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 209 ayat (1) huruf
¢ dan ayat (2) huruf ¢ di pimpin oleh inspektur.

2. Inspekotrat daerah mempunyai tugas membantu kepala daerah membina
dan melngawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah.

3! Inspektorat Daerah dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab
kepada Kepala Daerah melalui sekretaris daerah.

Kemudian dalam pasal 209 ayat 2 huruf c disebutkan bahwa dinas juga

merupakan salah satu perangkat pemerintah daerah. Pasall 217 ayat 1 Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah pasal 217

menyatakan bahwa : dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 209 ayat (1) huruf

d dan ayat (2) huruf d dibentuk untuk melaksanakan tugas urusan pemerintahan

yang menjadi kewenangan daerah. Selanjutnya dalam pasal 218 ayat (1)

menyatakan bahwa : Dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 209 ayat (1) huruf

d dan ayat (2) huruf d dipimpin oleh seorang kepala.

22 M. Ryaas Rasyid. Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan. 2002. Pustaka Pelajar. HIm. 222.
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Di Kabupaten Jember Sendiri terdapat 16 Dinas yang membantu jalannya

pemerintahan daerah antara lain®® :

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Dinas kependudukan dan catatan sipil;

Dinas kesehatan;

Dinas koperasi dan UMKM,;

Dinas pasar;

Dinas pendapatan;

Dinas pendidikan;

Dinas perhubungan;

Dinas perindustrian, perdagangan dan ESDM;

Dinas perkebunan dan kehutanan

10) Dinas pertanian;

11) Dinas peternakan, perikanan, dan kelautan;

12) Dinas PU bina marga;

13) Dinas PU cipta karya dan tata ruang;

14) Dinas PU pengairan;

15) Dinas sosial,

16) Dinas tenaga kerja dan transmigrasi.

b. Kedudukan dan Wewenang

Kedudukan DPRD di atur dalam pasal 148 ayat 1 Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa DPRD kabupaten/kota

merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota yang berkedudukan

sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah kabupaten/kota.?* Hal yang

sama terdapat pada kedudukan DPRD Kabupaten/Kota menurut Pasal 341

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan

Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah yang menegaskan bahwa DPRD Kabupaten/Kota

2% \www.jember.info diakses tanggal 05 oktober 2016 pukul 20.00

? Opcit. Pasal 148 ayat 1.
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terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui

pemilihan umum.?

Sedangkan wewenang DPRD diatur dalam pasal 154 ayat 1 Undang-Undang

Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah :

a.
b.

membentuk perda kabupaten/kota bersam bupati/walikota;

membahas dan memberikan persetujuan rancangan perda mengenai APBD
kabupaten/kota yang diajukan oleh hupati/walikota;

melaksanakan pengawasan terhadap pelakasanaan perda dan APBD
kabupaten/kota memilih bupati/walikota;

mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian bupati/walikota kepada
Menteri melalui gubernur sebagai wakil pemerintah pusat untuk mendapatkan
pengesahan pengangkatan dan pemberhentian;

memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah
kabupaten/kota terhadap rencana perjanjian internasional di Daerah;
memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama internasional yang
dilakukan oleh pemerintah Daerah kabupaten/kota;

meminta laporan keterangan pertanggungjawaban bupati/walikota dalam
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota;

memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan Daerah lain
atau pihak ketiga yang membebani masyarakat Daerah;

melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan

peraturan perundang-undangan.?

Pasal 159 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah menyatakan bahwa DPRD Kabupaten/Kota memiliki hak yaitu :

a) interpelasi;

b) angket; dan

¢) menyatakan pendapat.

% Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat. Pasal 341.

?® 1bid. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 154 ayat 1.


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

21

Pengertian dari 3 hak yang dimiliki oleh DPRD Kabupaten/Kota selanjutnya
disebutkan dalam pasal 159 angka 2-4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah yaitu :

1. Hak interpelasi adalah hak DPRD Kabupaten/Kota untuk meminta keterangan
kepada  Bupati/Walikota  mengenai  kebikan  Pemerintah  Daerah
Kabupaten/Kota yang penting dan strategis serta berdampak luas pada
kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

2. Hak angket adalah hak DPRD Kabupaten/Kota untuk melakukan penyelidikan
terhadap kebijakan Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang penting dan
strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, Daerah, dan negara
yang diduga bertentangan.

3. Hak menyatakan pendapat adalah hak DPRD kabupaten/kota untuk
menyatakan pendapat terhadap kebijakan bupati/wali kota atau mengenai
kejadian luar biasa yang terjadi di Daerah kabupaten/kota disertai dengan
rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak

interpelasi dan hak angket.

2.2 Keuangan Daerah
2.2.1 Pengertian Keuangan Daerah

Pasal 1 Undang-Undang No 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara
mendefinisikan keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang
dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa
barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan
kewajiban tersebut.

Pengertian keuangan negara secara substansial dapat juga ditinjau dalam arti
luas dan sempit. Keuangan negara dalam arti luas meliputi: a) anggaran
pendapatan dan belanja negara; b) anggaran pendapatan dan belanja daerah; c)
keuangan negara pada badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah.
Keuangan negara dalam arti sempit adalah keuangan negara yang dikelola oleh
tiap-tiap badan hukum dan dipertanggungjawabkan masing-masing (Saidi, 2008:
3).
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Sejak masa reformasi masalah keuangan daerah merupakan masalah yang
banyak dibicarakan dalam konteks sektor publik. Keuangan Daerah atau anggaran
daerah merupakan rencana kerja pemerintah daerah dalam bentuk uang (rupiah)
dalam satu periode tertentu. Halim mengartikan ‘’keuangan daerah sebagai semua
hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu
baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah
sepanjang itu belum dimiliki/dikuasai oleh Negara atau daerah yang lebih tinggi
serta pihak-pihak lain sesuai ketentuan/peraturan undangundang yang berlaku’>.?’

Pada umumnya, hubungan antara pemerintah pusat dan daerah terefleksi
dalam intergovernmental fiscal relations. Pelimpahan tugas kepada Pemerintah
Daerah dalam otonomi harus disertai dengan pelimpahan keuangan (money
follows function). Pendelegasian pengeluaran (expenditure assingment) sebagai
konsekuenasi diberikannya kewenangan yang luas serta tanggungjawab pelayanan
publik tentunya harus diikuti dengan adanya pendelegasian pendapatan (revenue
assingment). Tanpa pelimpahan ini, otonomi Daerah menjadi tk bermakna.
Seiring dengan perkembangan waktu, masalah hubungan keuangan dan
pembagian wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah pada
akhirnya sangat tergantung pada tingkatan atau derajat desentralisasi (degree of
decetralization) yang tercermin dalam pembagian kewenangan antara pemerintah
pusat dan daerah?®

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005,
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dalam ketentuan umumnya menyatakan
bahwa keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka
penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk

didalamnya segala bentuk kekayaan daerah tersebut.”® Kebijakan keuangan daerah

2" Abdul Halim,2002, Akuntansi Sektor Publik akuntansi Keuangan Daerah Edisi
pertama , Salemba empat, Jakarta. HIm 19.

%% Robert A . Simanjutak, Hubungan Keuangan Pusat dab Daerah, dalam Soenardo
Wingnosubroto dkk, Pasang Surut..., Dikutip oleh Ni’matul Huda dalam Hukum
Pemerintahan Daerah, him. 16.

2 peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005
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senantiasa diarahkan pada tercapainya sasaran pembangunan, terciptanya
perekonomian daerah yang mandiri sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan
berdasarkan demokrasi ekonomi yang berlandaskan Pancasila dan Undang-
Undang Dasar 1945 dengan peningkatan kemakmuran rakyat yang merata.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa keuangan daerah merupakan semua hak
dan kewajiban pemerintah daerah dalam bentuk uang (rupiah) yang dimanfaatkan
untuk membiayai kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Keuangan
Daerah haruslah diolah oleh Pemerintah Daerah dalam rangka otonomi daerah
untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber daya keuangan
daerah serta untuk meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat.
Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi
perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan
pengawasan keuangan daerah.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dalam ketentuan umumnya, Keuangan
Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang
dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik daerah
yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Sedangkan pengertian keuangan daerah menurut Keputusan Menteri Dalam
Negeri Nomor 29 Tahun 2002 yang sekarang berubah menjadi Permendagri
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan
Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan
Belanja Daerah (APBD) adalah semua hak dan kewjiban daerah dalam rangka
penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termaksud
didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban
daerah, dalam kerangka anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Dari defenisi tersebut, selanjutnya Halim menyatakan terdapat 2 hal yang
perlu dijelaskan, yaitu:
a.Yang dimaksud dengan hak adalah hak untuk memungut sumber-sumber

penerimaan daerah seperti pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik

daerah, dan lain-lain, dan atau hak untuk menerima sumber-sumberpenerimaan


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

24

lain seperti Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus sesuai dengan
peraturan yang ditetapkan. Hak tersebut akan menaikkan kekayaan daerah.

b. Yang dimaksud dengan semua kewajiban adalah kewajiban untuk mengeluarkan
uang untuk membayar tagihan-tagihan kepada daerah dalam rangka
penyelenggaraan fungsi pemerintahan, infrastruktur, pelayanan umum, dan

pengembangan ekonomi. Kewajiban tersebut.*

2.2.2 Ruang Lingkup Keuangan Daerah
Adapun ruang lingkup dari keuangan daerah menurut Halim ada dua yaitu :
a. Keuangan daerah yang dikelolah langsung, meliputi
1) Angaran Pendapatan Belanja Daerah (ABPD);
2) Barang-barang inventaris milik daerah;
b. Kekayaan daerah yang dipisahkan, meliputi

1) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);*

Sedangkan secara lebih rinci lagi ruang Lingkup keuangan daerah meliputi :

a. Hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta
melakukan pinjaman.

b. Kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintah dan
membayar tagihan pihak ketiga.

c. Penerimaan daerah.

d. Pengeluaran daerah.

e. Kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang,
surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai
dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan daerah.

f. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka

penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dan atau kepentingan umum.

B. Ruang Lingkup pengelolaan keuangan daerah meliputi :

3% Abdul Halim. Ibid. HIm. 19

3 1bid. HIm. 20
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. Asas umum pengelolan keuangan daerah;

. Pejabat-pejabat yang mengelola keuangan daerah;

. Struktur APBD;

. Penyusunan RKPD, KUA, PPAS, dan RKA-SKPD;
. Penyusunan dan penetapan APBD;

. Pelaksanaan dan perubahan APBD;

. Penatausahaan keuangan daerah;

. Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;

© 00 N oo o1 B~ w N e

. Pengendalian defisit dan penggunaan surplus APBD;
10. Pengendalian kas umum daerah;
11. Pengelolaan piutang daerah;
12. Pengelolaan investasi daerah;
13. Pengelolaan barang milik daerah;
14. Pengelolaan utang daerah;
15. Penyelesaian kerugian daerah.
2.3 Sumber-Sumber Kuangan Daerah
2.3.1 Pengertian Sumber-Sumber Keuangan Daerah

Tersedianya sumber keuangan daerah merupakan faktor yang sangat penting
untuk keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah. Koentjoro Purbopranoto
menyatakan bahwa : “Otonomi Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 22
Tahun 1948 tentang Pemerintahan Daerah dalam prakteknya menimbulkan
kekecewaan dan ketidakpuasan bagi daerah yang bersangkutan dikarenakan
dengan sumber-sumber keuangan yang nyata dan alat-alat kelengkapan
pemerintah daerah yang mampu mengerjakan tugasnya”32

Kekuatan daerah dalam pelaksanaan otonomi banyak ditopang dari sektor
Pendapatan Asli Daerah, Makin tinggi Pendapatan Asli Daerah, maka makin
tinggi pula akselerasi pemerintahan daerah untuk melakukan pembangunan

struktur maupun infrastrukturnya. Pasal 285 Undang-Undang Nomor 23 Tahun

%2 Koentjoro Purbopranoto. 1975. Beberapa Catatan Hukum Tata Pemerintahan dan Peradilan
Administrasi Negara. Alumni. Bandung.
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2014 tentang Pemerintahan Daerah telah menetapkan mengenai sumber

pendapatan daerah, yang berbunyi :

Sumber pendapatan daerah terdiri atas :

a. Pendapatan asli daerah meliputi :

1. Hasil pajak daerah;

2. Hasil retribusi daerah;

3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan

4. Lain-lain PAD.

a. Pendapatan transfer; dan

b. Lain-lain pendapatan Daerah yang sah.

Menurut Mamesah ada dua unsur penting mengenai keuangan daerah yaitu:

a) semua hak dimaksudkan sebagai hak untuk memungut pajak daerah,
retribusi daerah dan/atau penerimaan dan sumber-sumber lain sesuai dengan
ketentuan yang berlaku merupakan penerimaan daerah sehingga menambah
kekayaan daerah; dan

b) kewajiban daerah dapat berupa kewajiban untuk membayar atau
mengeluarakan uang sehubungan adanya tagihan kepada daerah dalam
rangka pembiayaan rumah tangga daerah serta pelaksanaan tugas umum dan
tugas pembangunan oleh daerah yang bersangkutan.*

Keuangan Daerah adalah segala unsur-unsur keuangan atau kekayaan yang
menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah secara keseluruhan. Lingkup yang
dimaksud adalah sebagai berikut.

a. Kekayaan daerah yang secara langsung dikelola oleh pemerintah daerah sesuai
dengan tingkat otonominya masing-masing serta berhubungan langsung
dengan pelaksanaan tugas, wewenang dan tanggung jawab baik dalam bidang
pemerintahan maupun dalam bidang pembangunan. Pengelolaan atas
penerimaan daerah meliputi penganggaran atau penetapan target hendaknya
dikaitkan dengan potensi-potensi nyata yang dapat direalisasikan sehingga

dapat diterapkan sebagai model untuk segala pembiayaan. Demikian pula

%% Mamesah, D. J. 1995. Sistem Administrasi Keuangan Daerah. Jakarta: Grafindo. Hlm. 16
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pengelolaan atas anggaran belanja itu sendiri hendaknya direncanakan dengan
baik, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan yang
berlaku, sehingga pada akhirnya dapat diterima pertanggungjawabannya.
Sedangkan pertanggungjawaban itu sendiri harus mendapat persetujuan dari
legislatif dan dari pejabat yang berwenang untuk itu.

b. Kekayaan milik daerah yang dipisahkan, yaitu seluruh uang dan barang yang
pengurusannya tidak dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah, tetapi diselenggarakan oleh perusahaan daerah sesuai dengan undang-
undang tentang pemerintahan daerah dan dilaksanakan sesuai dengan Peraturan
Daerah yang berlaku.*

Sumber keuangan yang dapat dijadikan sasaran pemerintah daerah antara lain:

1. perimbangan pembagian sumber-sumber keuangan yang diterima oleh suatu
daerah tertentu;

2. sumber yang lain adalah subsidi, bantuan langsung dari pemerintah pusat
kepada daerah;

3. pemerintah daerah juga dapat mengadakan kegiatan-kegiatan usaha yang bisa
menghasilkan pendapatan;

4. pemerintah daerah juga dapat mengadakan kegiatan-kegiatan yang bisa
menghasilkan pendapatan; dan

5. kemungkinan pemerintah daerah untuk meminjam dana-dana kredit yang

ringan.

Sumber pendapatan tersebut merupakan pendapatan yang diperoleh dari
daerah atau biasa disebut dengan Pendapatan Asli Daerah. Seluruh sumber
Pendapatan Asli Daerah yang melekat pada setiap urusan pemerintah yang
diserahkan kepada daerah menjadi sumber keuangan bagi daerah.

2.3.2 Mekanisme Pengelolaan Keuangan daerah

% Mamesah, D. J. Ibid. HIm. 22
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Pengelolaan Keuangan Daerah mengandung arti bahwa setiap daerah otonom
dapat mengurus dan mengatur keuangannya sendiri dengan menggunakan prinsip-
prinsip pengelolaan keuangan daerah menurut Mardiasmo antara lain.*

A. Transparansi

Masyarakat memiliki hak dan akses yang sama untuk menegtahui proses

anggaran, karena menyangkut aspirasi dan kepentingan masyarakat terutama

dalam pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat.
B. Akuntabilitas

Prinsip pertanggungjawaban publik yang berarti proses pengganggaran mulai

dari perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan harus dilaporkan dan

dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
C. Value of Money

Prinsip ini sesungguhnya merupakan penerapan tiga aspek yaitu ekonomi,
efisiensi, dan efektifitas. Ekonomi, berkaitan dengan pemilikan dan
penggunaan sumber daya dalam jumlah dan kualitas tertentu ada harga yang
lebih murah. Efisiensi, penggunaan dana masyarakat harus dapat menghasilkan
output maksimal atau berdataguna. Sedangkan efektif merupakan penggunaan
anggaran harus mencapai target-target atau tujuan kepentingan publik.

Dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah, terdapat beberapa asas
umum yang menjadi norma dan prinsip dasar yang harus menjadi pedoman agar
pengelolaan keuangan daerah dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Menurut
Ahmad Yani asas-asas pengelolaan keuangan daerah meliputi keuangan daerah
dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis,
efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memerhatikan asas keadilan,
kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.*®

Efisien merupakan pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan

tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu.

% Mardiasmo. 2002. Akuntansi Sektor Publik. Penerbit Andi. Yogyakarta. HIm. 105.

% Ahmad Yani. (2002). Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia.
Jakarta: Raja Grafindo Persada. HIm. 359.
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Ekonomis merupakan pemerolehan pemasukan dengan kualitas dan kuantitas
tertentu pada tingkat harga yang terendah.

Efektif merupakan pencapaian hasil program dengan target yang telah
ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil.

Transparan merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat
untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang
keuangan daerah.

Bertanggung jawab merupakan perwujudan kewajiban seseorang atau satuan
kerja untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber
daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka
pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Keadilan adalah keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanaannya.
Serta kepatuhan merupakan tindakan atau suatu sikap yang dilakukan dengan
wajar dan proporsional.

2.4 Retribusi Daerah
2.4.1 Pengertian Reribusi dan Retribusi Pasar

Pada dasarnya retribusi daerah lebih beragam dan bervariasi antara daerah
kabupaten yang satu dengan kabupaten lainnya. Semakin berkembang suatu
daerah semakin banyak fasilitas atau jasa pelayanan yang disediakan pemerintah
daerah setempat untuk mengembangkan kegiatan perekonomian masyarakat,
sehingga semakin banyak jenis retribusi yang dapat dipungut di daerah tersebut.

Menurut S. Prawirohardjono retribusi daerah merupakan pungutan daerah
sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha
atau milik daerah baik langsung mupun tidak langsung.*’

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah yang dimaksud dengan Retribusi Daerah yang selanjutnya

disebut dengan retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa

% Rahardjo Adisasmita. 2011. Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah. Graha ilmu. Him.
108.


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

30

atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh

pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.®
Sementara retribusi pasar atau retribusi pelayanan pasar merupakan salah satu

jenis retribusi jasa umum yang keberadaannya cukup dimanfaatkan oleh
masyarakat. Dalam pelaksanaannya retribusi jasa umum harus memenuhi Kkriteria
sebagai berikut :

a. Retribusi ini bersifat bukan pajak dan bersifat bukan rertribusi jasa usaha atau
retribusi perijinan tertentu.

b. Jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan daerah dalam rangka
pelaksanaan desentralisasi.

c. Jasa tersebut memberi manfaat khusus bagi orang pribadi atau badan yang
diharuskan untuk membayar retribusi di samping untuk melayani kepentingan
dan kemanfaatan umum.

d. Jasa tersebut layak untuk dikenakan retribusi.

e. Retribusi  tidak bertentangan dengan kebijakan nasional tentang
pelaksanaannya.

f. Retribusi dapat dipungut secara efektif dan efisien, serta merupakan salah satu
sumber pendapatan daerah yang potensial.

g. Pemungutan retribusi memungkinkan penyediaan jasa tersebut dengan tingkat

dan/atau kualitas layanan yang baik.

Selain mempunyai kriteria seperti yang dikemukakan di atas, retribusi pasar
juga mempunyai objek yang sama dengan retribusi jasa umum lain yaitu
pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan
kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau
golongan. Sedangkan subjek retribusi ini adalah pengguna jasa pelayanan pasar.
Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif didasarkan pada kebijakan daerah yang
memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan

masyarakat, dan aspek keadilan.

% Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah
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2.4.2 Jenis-Jenis Retribusi

Dalam pelaksanaan pungutan Retribusi Daerah tidak semua jasa yang
disediakan oleh Pemerintah Daerah dapat dipungut retribusinya, namun hanya
jenis-jenis jasa tertentu yang menurut pertimbangan sosial ekonomi layak untuk
dijadikan sebagai objek retribusi jasa tertentu tersebut dikelompokkan dalam tiga
golongan yaitu jasa umum, jasa usaha, dan perizinan tertentu. Hal ini sesuai
dengan ketentuan pada Pasal 108 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, dijelaskan bahwa Retribusi Daerah
dibagi menjadi 3 jenis yaitu :
a. Retribusi Jasa Umum.
b. Retribusi Jasa Usaha.
c. Retribusi Perizinan Tertentu.*

Menurut Pasal 1 angka 66 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang
Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah dijelaskan bahwa retibusi jasa umum adalah
jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan
kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau
badan.

Jenis Retribusi Jasa Umum menurut pasal 110 ayat (1) Undang-Undang Nomor
28 Tahun 2009 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah tersebut terdiri atas:*
A. Retribusi Pelayanan Kesehatan

Retribusi Kesehatan adalah pelayanan kesehatan di puskesmas, Balai

Pengobatan dan Rumah Sakit Umum Daerah. Retribusi Pelayanan Kesehatan

ini tidak mancakup pelayanan pendaftaran.

B. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

Retribusi  pelayanan  persampahan/kebersihan  meliputi  pengambilan,

pengangkutan dan pembuangan serta penyediaan lokasi

pembuangan/pemusnahan sampah rumah tangga, industri, dan perdagangan,

% pasal 108 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi
Daerah

%% pasal 110 ayat (1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah
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tidak termasuk pelayanan kebersihan jalan umum, taman dan ruang/tempat

umum.

. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan
Sipil Kartu penduduk diterbitkan untuk jangka waktu 5 tahun. Akta catatan
sipil meliputi akta kelahiran, akta perkawinan, akta perceraian, akta
pengesahan dan pengakuan anak, akta ganti nama bagi warga negara asing dan
akta kematian.

. Retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat
Pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat meliputu pelayanan
pengabuan/pemakanan/pembakaran/pengabuan  mayat dan sewa tempat
pemakaman atau pemabkaran/pengabuan mayat yang memiliki atau di kelola
Pemerintah Daerah.

. Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum
Pelayanan parkir di tepi jalan umum adalah penyediaan pelayanan parkir di

tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.

. Retribusi Pelayanan Pasar
Pelayanan Pasar adalah fasilitas pasar tradisional/sederhana yang berupa
pelataran/los yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan
untuk pedagang, tidak termasuk yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
Pelayanan pengujian kendaraan bermotor adalah pelayanan pengujian bermotor
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
Pelayanan pemeriksaan alat pemadam kebakaran adalah pelayanan
pemeriksaan dan atau pengujian oleh Pemerintah Daerah terhadap alat-alat
pemadam yang dimiliki dan atau digunakan masyarakat.

. Retribusi Pengganti Alat Cetak Peta

Peta adalah peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.

. Retribusi Penyediaan dan/ atau Penyedotan Kakus

Pelayanan penyediaan dan/ atau penyedotan kakus adalah pelayanan yang
dimiliki
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dan/ atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
K. Retribusi Pengolahan Limbah Cair
Pelayanan pengolahan limbah cair adalah pelayanan pengolahan limbah cair
yang disediakan, dimiliki, dan/ atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN,
BUMD,dan pihak swasta serta pembuangan limbah cair secara langsung ke
sungai, drainase, dan/ atau sarana pembuangan yang lainnya.
L. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang
Pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya serta
pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
M.Retribusi Pelayanan Pendidikan
Pelayanan atas penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis oleh
Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
N. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
Pelayanan atas pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan
memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum.
Selanjutnya menurut Pasal 1 angka 67 Undang-Undang Nomor 28 Tahun
2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah dijelaskan bahwa Retribusi
Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah yang menganut
prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh swasta.
Menurut Pasal 127 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak
Daerah Dan Retribusi Daerah, Retribusi Jasa Usaha ini dibagi menjadi 11
(sebelas) jenis retribusi antara lain:
a) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
Retribusi  kekayaan daerah antara lain  pemakian tanah dan
bangunan/pemakaian ruang pesta, pemakaian kendaraan, alat-alat berat milik
daerah.
b) Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan
Pasar dan atau pertokoan adalah pasar grosir berbagai jenis barang yang
dikontrakkan, disediakan, diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

¢) Retribusi Tempat Pelelangan
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Pelayanan penyediaan tempat khusus lelang ikan, ternak, hasil bumi dan hasil

hutan yang disediakan di tempat pelelangan.

d) Retribusi Terminal

f)

Retribusi terminal adalah pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan
penumpang dan bis umum. Tempat kegiatan usaha dan fasilitas lainnya di
lingkungan terminal, yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah,
dengan ketentuan ini maka pelayanan peron tidak dipungut retribusi.

Retribusi Tempat Khusus Parkir

Pelayanan tempat khusus parkir adalah pelayanan penyediaan tempat parkir
khusus disediakan, dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, tidak
termasuk di dalamnya disediakan dan dikelola oleh pihak swasta.

Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa

Pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/villa milik daerah adalah
pelayanan penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang dimiliki dan
atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk yang dimiliki dan

dikelola oleh pihak swasta.

g) Retribusi Rumah Potong Hewan

Pelayanan rumah potong hewan adalah pelayanan dan penyediaan fasilitas
rumah pemotongan hewan termasuk pemeriksaan kesehatan hewan sebelum
dan sesudah dipotong yang disediakan, dmiliki, dan atau dikelola oleh

Pemerintah Daerah.

h) Retribusi Pelayanan Kepelabuhan

)

Pelayanan kepelabuhan kapal adalah pelayanan jasa kepelabuhan temasuk
fasilitas kepelabuhan lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan,
dimiliki, dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olahraga

Pelayanan tempat rekreasi dan olahraga adalah tempat rekreasi, pariwisata, dan
olahraga yang dimilki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Retribusi Penyebrangan Di Air
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Pelayanan penyeberangan di atas air adalah pelayanan penyeberangan orang
atau barang dengan menggunakan kendaraan di atas air yang dimiliki dan atau
dikelola oleh Pemerintah Daerah.

k) Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah
Penjualan hasil produksi usaha daerah adalah penjualan hasil produksi usaha
Pemerintah Daerah antara lain bibit tanaman, bibit ternak, dan bibit ikan.
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BAB IV
PENUTUP

4.1 Kesimpulan
Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dalam penelitian ini dapat diambil
kesimpulan bahwa :

1. Sistem pemungutan retribusi diawali dengan pengajuan benda berharga (karcis dan
kwitansi). Karcis untuk retribusi harian, sedangkan kwitansi sebagai tanda bukti
pembayaran retribusi pedagang. Petugas pasar kemudian membuat surat
permohonan dari Bendahara Penerima Pembantu Unit Pasar Tanjung kepada
bendahara barang di Dinas Pasar. Kemudian di proses dan benda berharga
dikeluarkan oleh Dinas Pasar untuk mendapat porporasi dari Dinas Pendapatan
Kabupaten Jember. Porporasi merupakan falidasi benda berharga agar sah
diterapkan dilapangan. Benda berharga yang telah diporporasi kemudian masuk
ke unit Pasar Tanjung selaku pemohon untuk segera dimulai proses pemungutan
retribusi. Dan sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

2 Bentuk pertanggungjawaban pengelolaan retibusi pasar awali dengan pedagang
yang telah melakukan pembayaran retribusi, akan mendapatkan bukti tanda
pembayaran berupa karcis bagi pedagang lesehan dan kwitansi bagi pedagang
yang menempati toko/kios Pasar Tanjung. Kemudian hasil pungutan retribusi
yang dilakukan oleh juru tagih akan di setrokan ke bagian bendahara khusus
penerima untuk kemudian dilakukan pembukuan rutin. Kemudian bukti
pembayaran diserahkan kepada pihak Dinas Pasar Kabupaten jember. Sementara
uang hasil pemungutan disetorkan ke rekening Dinas Pendadapatan Kabupaten

Jember di buktikan dengan bukti penyetoran dari Dinas Pasar.
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4.2 Saran
Dari kesimpulan di atas, maka penulis dapat memberikan saran-saran sebagai
berikut :

1. Pengelolaan retribusi pasar memang telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor
28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah akan tetapi perlu
dilakukan pengkajian ulang terkait besaran retribusi los Pasar Tanjung Kabupaten
Jember yang masih relatif murah dengan melihat tingkat perekonomian pedagang
yang semakin meningkat.

2. Perlu dilakukan penataan kembali terkait bentuk pertanggungjawaban pengelolaan
retribusi pasar karena alur penyetoran memakan waktu yang cukup lama dan

proses yang sangat panjang sehingga rawan menimhulkan korupsi.
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